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ABSTRAK 

 

 Pasal 19 UUPA dan Pasal 7 PP No. 24 Tahun 1997 mengisyaratkan sangat 

diperlukannya pejabat yang dapat membatu BPN dalam menjalankan tugasnya. 

Pejabat tersebut dikenali sebagai PPAT. Dalam Pasal 5 ayat (3) huruf (a) Peraturan 

Jabatan PPAT Untuk wilayah terpencil serta belum terdapat PPAT umum dapat 

ditunjuk Kepala Desa Setempat sebagai PPAT Sementara. Pasal 5 ayat (3) huruf (a) 

jika dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (h) Peraturan Jabatan PPAT, 

dinyatakan bahwa PPAT tidak diperkenankan merangkap jabatan lainnya yang 

dilarang oleh peraturan Perundang-undangan, sehingga menimbulkan beragam 

pemahaman. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1. Apakah Pelaksanaan 

Tugas Rangkap Jabatan Kepala Desa Yang Ditunjuk Sebagai PPAT Sementara 

Termasuk Yang Dilarang Oleh Peraturan Perundang-Undangan?, 2. Apa 

Karakteristik Hukum Kepala Desa Sebagai PPAT Sementara ? Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian hukum, dengan pendekatan perundang-undangan 

(Statute Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), sumber 

bahan hukum yaitu sumber bahan hukum primer dan skunder. Hasil penelitian ini 

yang pertama, dalam ketentuan Pasal 26 huruf (o) UU No. 6 Tahun 2014, jika 

dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) huruf (a) dan Pasal 7 ayat (2) 

huruf (h) Peraturan Jabatan PPAT, dapat diambil kesimpulan bahwa Kepala Desa 

dapat merangkap jabatan sebagai PPAT Sementara dan hal tersebut tidak 

menimbulkan permasalahan kewenangan. Yang kedua, Karakteristik Camat 

sebagai PPAT Sementara tersebut salahsatunya adalah Camat memiliki status yakni 

sebagai seorang PNS. Kepala BPN RI dapat menunjuk Camat sebagai PPAT 

Sementara yang pada hakikatnya merupakan Pejabat Pemerintah yang ditunjuk 

karena jabatannya (Ex Officio). Selanjutnya karakteristik Kepala Desa sebagai 

PPAT Sementara salah satunya ialah merupakan pejabat pemerintahan desa dan 

termasuk masyarakat sipil/bukan seorang PNS. Penunjukan Kepala Desa sebagai 

PPAT Sementara dapat dilakukan setelah adanya penelitian mengenai keperluan 

adanya PPAT Sementara yang didasari oleh lokasi Desa yang terpencil dan telah 

memiliki banyak bidang tanah yang telah terdaftar. 
 

 

Kata Kunci : Kepala Desa; PPAT Sementara; Akta Pertanahan. 
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ABSTRACT 

 

 Article 19 Basic Agrarian Law and Article 7 Government Ordinance No. 24 

Year 1997 indicates that there is an urgent need for officials who can assist 

National Land Agency in carrying out their duties. The official is known as Land 

Deed Officer. Article 5 paragraph (3) letter (a) Land Deed Officer Position 

Regulations For remote areas and in case there is no general Land Deed Officer; 

the Subdistrict Head can be appointed as a Temporary Land Deed Officer. Article 

5 paragraph (3) letter (a), regarding to Article 7 paragraph (2) letter (h) of the 

Land Deed Officer Position Regulations, it is stated that Land Deed Officer is not 

allowed to hold other positions that are prohibited by laws and regulations, that 

can cause to various understandings. The formulation of the problem in this study 

is 1. Is the implementation of the dual position of the Subdistrict Head appointed as 

a temporary Land Deed Officer prohibited by laws and regulations? 2. What are 

the legal characteristics of the Subdistrict Head as a temporary Land Deed Officer? 
This study uses a legal research method, a statutory approach, and a conceptual 

approach; the sources of legal materials are primary and secondary legal sources. 

The results of this study are first, in the provisions of Article 26 letter (o) of Law 

No. 6 of 2014, regarding to the provisions in Article 5 paragraph (3) letter (a) and 

Article 7 paragraph (2) letter (h) of the Regulation on Position of Land Deed 

Officer, it can be concluded that the The Subdistrict Head can hold concurrent 

positions as an Official for Making Land Deeds while it does not cause problems 

of authority. Second, the characteristics of the Subdistrict Head as Land Deed 

Officer is that the Subdistrict Head is a civil servant. The Head of Indonesian 

National Land Agency may appoint the Subdistrict Head as a Temporary Land 

Deed Officer who is essentially a Government Official appointed by virtue of his 

position (Ex Officio). Furthermore, The appointment of the Subdistrict Head as 

Temporary Land Deed Officer can be done after research on the need for a 

Temporary Land Deed Officer based on the remote location of the Village and 

already having many registered plot of land. 
 

 

Keywords: Subdistrict Head; Temporary Land Deed Officer; Land Deed. 
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